Menimbang

Mengingat

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya
masyarakat Kabupaten Jepara, perpustakaan merupakan
wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan
potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas,
beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri
dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan
pendidikan nasional;

b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan

kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana
pelestarian kekayaan budaya Kabupaten Jepara sekaligus
untuk menumbuhkembangkan budaya gemar membaca
melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan
sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya
cetak dan/atau karya rekaman;

c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43

Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Pemerintah
Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan
perpustakaan di Kabupaten Jepara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam



10.

11

12.

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan

Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat
Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik
Indonsia Tahun 1963 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2533);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah
Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4774);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4928);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang
Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3457);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam
Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Negara Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5531);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA
dan
BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Jepara.



4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara yang membidangi
perpustakaan

5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak,
dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi
para pemustaka.

6. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya
cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai
pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.

7. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak
diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar
negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang
mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

8. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah.

9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi
masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa
membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-
ekonomi.

10.Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara
terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga
masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi
lain.

11. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang berada pada
lembaga pendidikan Sekolah/Madrasah, yang merupakan bagian integral dari
sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung
tercapainya tujuan pendidikan.

12.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu
Perguruan Tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tri Dharma Perguruan
Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.

13.Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana
angkutan dalam melayani pengguna.

14.Taman bacaan atau sudut baca adalah suatutempat yang menyediakan bahan
kepustakaan yang dibutuhkanmasyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan
program pembinaankemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat
untukmendapatkan informasi bagi masyarakat.

15.Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik
pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.



16.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui
pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan
tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
perpustakaan.

17.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok
orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan
perpustakaan.

18.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau
karya rekam.

19.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang
berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam
bidang perpustakaan.

20. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum
yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas
kepustakawanan.

21.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta
dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan

22.Layanan bahan pustaka dan informasi adalah kegiatan pelayanan kepada
pemustaka (pengguna perpustakaan) dalam pemanfaatan bahan pustaka dan
informasi di perpustakaan.

23.Layanan sirkulasi adalah bagian dari layanan bahan pustaka yang meliputi
peminjaman, pengembalian, statistik pengguna, keanggotaan.

24.Kartu Anggota Perpustakaan adalah kartu yang digunakan untukmeminjam
bahan pustaka.

25.Denda adalah pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukanoleh
peminjam apabila anggota perpustakaan karena kelalaian terlambat, merusak
atau menghilangkan bahan pustaka yang dipinjamnya.

BAB II
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

a. pembelajaran sepanjang hayat;
b. demokrasi;

c. keadilan;

d. keprofesionalan;

e. keterbukaan;

f. keterukuran; dan

g. kemitraan.



Pasal 3
Perpustakaan  berfungsi sebagai wahana  pendidikan, penelitian dan
pengembangan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan
kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

a. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan
akurat;

b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di
Daerah;

c. meningkatkan kegemaran membaca; dan

d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan
masyarakat.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 5
(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :

a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas
perpustakaan;

b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan

c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
perpustakaan.

(2) Masyarakat di Daerah yang belum terdapat perpustakaan daerah berhak
memperoleh layanan perpustakaan keliling.

(3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental,
intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang
disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

(4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan
kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana
perpustakaan.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;



menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan
mendaftarkan ke SKPD;

menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di
lingkungannya;

mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di
lingkungannya;

mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam
pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan

menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;

menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber
belajar masyarakat;

menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan
perpustakaan;

menjamin kelangsungan pengembangan perpustakaan di Daerah;

menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum berdasarkan
kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan
budaya daerah;

menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi
kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya
peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;

meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar
masyarakat;

membina dan mengembangkan perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga
dan masyarakat di Daerah; dan

mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan;

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang :

menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan
perpustakaan;



(1)

(2)

(2)

mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan
perpustakaan;

mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh
masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan

menyelenggarakan bimbingan teknis perpustakaan

BAB IV
KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 9

Koleksi perpustakaan umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan
berkala, muatan lokal dan alat peraga praktik dan/atau permainan.

Koleksi perpustakaan Sekolah/Madrasah terdiri atas buku teks pelajaran,
bacaan umum, referensi, terbitan berkala dan alat peraga praktik dan/atau
permainan.

Koleksi perpustakaan perguruan tinggi terdiri atas buku wajib bacaan kuliah,
bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, dan laporan
penelitian.

Koleksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan
berkala, dan laporan penelitian.

Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan
dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan Standar Koleksi Perpustakaan.
Pasal 10

Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan koleksi pustaka bagi
penyandang cacat.

Setiap penyelenggara perpustakaan dilarang mengkoleksi bahan perpustakaan
yang menganggu ketertiban umum, pornografi, dan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dilarang dipublikasi untuk umum.

Pasal 11
Anggota masyarakat dapat menyerahkan koleksi pustaka kepada SKPD.

Penyerahan koleksi pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat
dipertanggungjawabkan oleh pemberi dan penerima pustaka.



BAB V
PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK

Bagian Kesatu
Pengembangan Koleksi

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Perpustakaan Umum Daerah
dalam pengembangan koleksi bahan pustaka untuk kepentingan daerah dan

masyarakat.

(2) Pengembangan koleksi bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, atau karya mengenai
daerah yang ditulis oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara
Asing, dan diterbitkan di dalam dan/atau di luar negeri.

Pasal 13

(1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan
naskah kuno, serta dilakukan secara bertanggung jawab.

(2) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Umum Daerah.
Pasal 14

(1) Pendaftaran naskah kuno ke Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertulis dengan
dilengkapi data sekurang-kurangnya mengenai :

a. identitas pemilik;
b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
(2) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi
oleh Perpustakaan Umum Daerah.
Pasal 15
Masyarakat dapat menyerahkan penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah
kuno kepada Perpustakaan Umum Daerah.
Pasal 16

(1) Perpustakaan Umum Daerah mempunyai kewenangan dalam pengadaan,
penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus.

(2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam tempat
dan/atau ruang tertentu dengan memperhatikan faktor keamanan.



(1)

(2)

)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 17

Penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, hanya
dilakukan secara terbatas ditujukan untuk kepentingan penelitian dan
pendidikan.

Penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
mendapatkan izin dari Kepala SKPD.

Bagian Kedua
Serah Simpan Karya Cetak

Pasal 18

Setiap Penerbit di Kabupaten Jepara yang menghasilkan karya cetak wajib
menyerahkan karya cetaknya sebanyak 3 (tiga) buku setiap judul kepada
Perpustakaan Umum Daerah.

Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 19

Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada
kepentingan pemustaka.

Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan
Standar Nasional Perpustakaan.

Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan
melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan
pemustaka.

Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan layanan perpustakaan terpadu
melalui:

a. penerbitan katalog berasama,;

b. kerjasama lanayan peminjaman; dan

c. pengembalian koleksi.

Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika dalam bentuk sistem jejaring
pelayanan perpustakaan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

BAB VII
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 20

Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan
masyarakat.

Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah Daerah, Instansi/Lembaga, Masyarakat dan/atau Perorangan.

Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memenuhi syarat:

a. memiliki koleksi perpustakaan;

b. memiliki tenaga perpustakaan;

c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
d. memiliki sumber pendanaan.

Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
melaporkan keberadaannya kepada SKPD.

Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata,
setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan
perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.

Penyelenggara Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)
memberitahukan keberadaan perpustakaan kepada SKPD.

Pembentukan taman bacaan sebagaimana dimaksud ayat (5), paling sedikit
memiliki :

a. koleksi taman bacaan; dan

b.sarana dan prasarana taman bacaan.

Pembentukan sudut baca sebagaimana dimaksud dalamayat (5), paling sedikit
memiliki:

a. koleksi sudut baca; dan

b. sarana dan prasarana sudut baca.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan
Pasal 21

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri
atas:

a. Perpustakaan Kabupaten;



(1)

(2)

(3)

b. Perpustakaan Kecamatan;

c. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
d. Perpustakaan Masyarakat;

e. Perpustakaan Keluarga; dan

f. Perpustakaan Pribadi.

Penyelenggaraan perpustakaan dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 22

Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya,
pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun
kualitas perpustakaan.

Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan
kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.

Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VIII
JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 23

Jenis perpustakaan di daerah meliputi :

a. Perpustakaan Umum;

b. Perpustakaan Khusus;

c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan

d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Bagian Kesatu
Perpustakaan Umum

Pasal 24

(1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a

(2)

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun,
mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak
dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta
maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit Daerah.



(3)

(4)

(1)

(1)

Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya
mendukung pelaksanaan hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya
pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.

Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi
dan komunikasi.

Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah
yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran
masyarakat sepanjang hayat.

Bagian Kedua
Perpustakaan Khusus

Pasal 25

Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b
diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga
pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.

Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan
bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dilingkungannya.

Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan
pelayanan kepada pemustaka dilingkungannya dan dapat memberikan layanan
kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional
Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 26

Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf ¢ menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional
Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib
pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi
untuk melayani pemustaka.

Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum
pendidikan.

Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melayani pemustaka dilingkungannya.



(5)

(6)

(1)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan
berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima per seratuas) dari anggaran
belanja oprasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja
pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 27

Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf
d menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional
Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi
untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat.

Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan
komunikasi.

Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan
perpustakaan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan
Standar Nasional Perpustakaan.

BAB IX
TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 28
Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi
sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang
bersangkutan.

Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan,
promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang
berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan,
promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang
berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang
ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 29

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, masing-masing dipimpin

oleh Pustakawan atau Tenaga Ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 30
Tenaga perpustakaan berhak atas :
Penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;

pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan

c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas
perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 31

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

a. memberikan layanan prima kepada pemustaka;
b. meningkatkan minat baca masyarakat;
menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33
Penyelenggara perpustakaan berkewajiban meningkatkan kualitas tenaga
perpustakaan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

Pasal 34

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan, Pemerintah
Daerah berkewajiban memberikan pendidikan dan pelatihan perpustakaan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan organisasi profesi, atau
dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.



Bagian Kedua
Pendidikan
Pasal 35

(1) Pendidikan wuntuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan
merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.

(2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

(3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Umum Daerah dengan
Perpustakaan  Nasional, Perpustakaan Provinsi lain, Perpustakaan
Kabupaten/Kota lain, organisasi profesi, Perguruan Tinggi atau dengan
lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB X
SARANA DAN PRASANA
Pasal 36

(1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana
sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan
dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 37

Pendanaan perpustakaan bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. sebagian anggaran pendidikan;

c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;

d. kerja sama yang saling mendukung;

e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;

f. hasil usaha jasa perpustakaan;

g. tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan; dan/atau

h.sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



Pasal 38

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka,
terukur dan bertanggung jawab.

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan
pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Perpustakaan
Sekolah /Madrasah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan perpustakaan yang
diselenggarakan masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KERJA SAMA DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerja sama

Pasal 41

(1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk
meningkatkan layanan kepada pemustaka.

(2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan
meningkatkan mutu layanan perpustakaan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan
sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan

komunikasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 42

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan
pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.



(1)

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 43

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan perpustakaan sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pengembangan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b. pengembangan koleksi;

c. pengembangan tenaga perpustakaan;

d. pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan; dan

e. pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 44

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Perpustakaan Di

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Daerah.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan dilaksanakan oleh
Kepala SKPD.

Ketentuan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut oleh Bupati. .

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Setiap Pemustaka yang terlambat mengembalikan buku/bahan perpustakaan
lainnya dari jangka waktu yang telah ditentukan dikenakan saksi
keterlambatan.

Setiap pemustaka yang merusak dan/atau menghilangkan buku/bahan
perpustakaan lainnya yang dipinjam dikenakan kewajiban mengganti senilai
harga buku/bahan perpustakaan yang dipinjam, atau menggantin dengan
buku baru yang sama judulnya atau sama subjeknya.

Penerimaan dari denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai
pemasukan dalam Kas Daerah.

Sanksi administrasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) diatur oleh
Bupati, dalam pelaksanaannya dapat melimpahkan kewenangan pemberian
sanksi kepada Kepala SKPD.



BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 46

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak
pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

d.melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan
tindak pidana;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya; dan

I. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan penyelenggaraan perpustakaan

dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 48

(1) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, setiap
orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10
ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran



BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan diJepara
pada tanggal 15 Januari 2016

BUPATI JEPARA,
ttd
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR : 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH :
(1/2016).

Salinan sesuai dengan naskah aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH
Pembina Tk I
NIP.19640721 1986031013




I.

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

UMUM

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan,pemikiran,
pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyaifungsi utama melestarikan
hasil budaya umat manusia,khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan
karya rekamlainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman,
danpengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya.

Selain itu, perpustakaan sebagai wahana Dbelajar sepanjang hayat,
mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung
penyelenggaraan pendidikan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian
kekayaan budaya bangsa.

Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah,
perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayan kebudayaan daerah sekaligus
menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pembangunan dan pendayagunaan
perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan/atau
karya rekam.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
perpustakaan, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan
pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Jepara.

Peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan
pedoman kebijakan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Jepara,
sehingga keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran
sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan asas “pembelajaran sepanjang hayat” adalah
penyelenggaraan  perpustakaan merupakan upaya untuk melakukan
pembelajaran sepanjang hayat, melebihi batas pendidikan formal.

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan
dilaksanakan melalui nilai-nilai demokrasi yakni berbasis partisipasi



masyarakat dan berorientasi pada masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan
dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang seimbang.

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan
perpustakaan dilakukan secara professional, mengedepankan keahlian, dan
manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tatakelaksanaan.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah penyelenggaraan
perpustakaan dilakukan secara terbuka, terbuka dalam segala proses
penyelenggaran, dan terbuka terhadap segala akses informasi yang dibutuhkan
masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keterukunan” adalah penyelenggaraan
perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat
dievaluasi dengan baik.

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan
dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan
swasta.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan “perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan”
adalah merupakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai usaha
nyata dan keteladanan serta memacu masyarakat luas untuk meningkatkan
minat baca.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas perpustakaan” adalah semua koleksi
bahan perpustakaan serta sarana yang dapat membuat kelancaran tugas
atau pemenuhan kebutuhan informasi para pemustaka di ruang
perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.



Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Layanan perpustakaan harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip
pelayanan:

a. kesederhanaan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan
dalam proses pelayanan.

b. kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan.

c. kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam
waktu yang telah ditentukan yaitu peraturan layanan dan jam
layanan.

d. akurasi produk layanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

e. peminjaman dan pengembalian koleksi sesuai dengan yang dipinjam
dan dikembalikan.

f. penataan koleksi sesuai dengan klasifikasi urut dan runtut;



meliputi:

1. pengaturan penempatan koleksi oleh petugas.

2. jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka

3. perbaikan koleksi yang rusak, stok opname, penyiangan.

g. terjaminnya kemanaan baik baik pengunjung maupun sarana dan
prasarana perpstakaan.

h. tanggungjawab terhadap setiap pekerjaan.
i.  kelengkapan sarana dan prasarana.
j- kemudahan akses, meliputi;

1. lokasi Perpustakaan berada dilingkungan pendidikan, ditengah
kota, alat angkutan mudah.

2. menggunakan otomasi layanan peminjaman dan pengembalian,
penelusuran bahan pustaka dan pembuatan kartu anggota.

3. tersedia telepon untuk layanan.
k. disiplin, kesopanan, dan keramahan petugas terhadap pemustaka.

l.  kenyamanan lingkungan dengan cara :

1. untuk halaman ada taman yang cukup rindang.
2. ada pot-pot tanaman hias untuk ruangan.
3. setiap ruangan tersedia AC.
4. disediakan setiap ruang baca ber AC
S. kebersihan terjaga.
6. diberi pengharum ruangan.
7. tersedia toilet setiap lantai ruangan yang bersih.
8. tersedia ruang beribadah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 21



Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non
perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi
perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio
visual dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32



Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.
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